PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : 900.1.1/ Kep.Pim.31-DPRD /2025
TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN HASIL EVALUASI

GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dengan telah diterimanya Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor: 903/Kep.832-BPKAD/2025 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati
Garut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu untuk
ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan;

bahwa Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pembahasan
antara Badan Anggaran dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut tentang Persetujuan Penyempurnaan
Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7047);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);




11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Memperhatikan: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903 /Kep.832-
BPKAD /2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan
Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

Surat Bupati Garut Nomor 900.1.1.2/7007/BPKAD
tanggal 22 Desember 2025 Perihal Penyampaian
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2026;

Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD
Kabupaten Garut tanggal 24 Desember 2025;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN
PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.
Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan hasil evaluasi
Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903 /Kep.832-
BPKAD/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan
Bupati Garut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Perincian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
sepenuhnya terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 berikut lampirannya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

AKIL KETUA, WAKIL KETYA,
DI URUL FADILAH SURYANA




